
16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Terbuka
Stamp



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu kecamatan 

yang terletak di daerah perkotaan. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan/desa. Jumlah penduduk di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang berjumlah 78.183 jiwa, dengan jumlah penduduk 

yang berumur 0 th s/d <6th berjumlah 8.146 jiwa. Kecamatan v Ketapang 

mempunyai wilayah seluas 726 km2, dengan berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentaya Seberang dan Kecamatan 

Mentaya Hilir Utara. Salah satu institusi di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang yang mengurusi dan bertanggungjawab masalah pendidikan usia 

dini dan dasar adalah UPT Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan Mentawa 

Baru Ketapang. 

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

merupakan institusi yang mengurusi bidang pendidikan di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang. UPT Dinas Pendidikan Mentawa Baru 

Ketapang adalah perpanjangan sebagian fungsi dari dinas pendidikan 

kabupaten, menangani masalah pendidikan PAUD dan dasar. UPT Dinas 

Pendidikan Mentawa Baru Ketapang didalamnya terbagi atas unit jabatan 

fungsional dan struktural. 
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Kepala UPTD 

Jabatan Fungsional 
Penilik TK/SD 

Jabatan Fungsional 
Penilik P AUD 

Tenaga Lapangan 
Diknas 

Kepala Tata 
Usaha 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Dinas Pendidikan 
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur 

Visi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan 

komitmen yang menjadikan lembaga pendidikan TK, SD, MI yang 

berkualitas melalui kegiatan pembinaan yang professional. Sedangkan misi 

nya adalah sebagai berikut : 

a. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar yang bermutu, 

berkompetensi, berguna di masyarakat dan mewujudkan kelangsungan 

hidup yang lebih tinggi. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan dasar yang beriman, 

terampil, sehat jasmani dan rohani 

c. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan dasar guna memperkecil angka putus sekolah. 
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d. Mewujudkan administrasi pendidikan di sekolah yang tertib, rapt 

transparan dan bertanggungjawab. 

e. Melakukan pembinaan secara periodik terhadap setiap lembaga 

pendidikan dasar melalui kegiatan penilikan dan supervise yang 

professional. 

f. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang efektif dan efesien berdasarkan manajemen dengan 

berbasis sekolah. 

2. Program PAUD Kabupaten Kotawaringin Timur 

Prof,Tfam P AUD di Kabupaten Kotawaringin Timur tertuang dalam 

rencama strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur 

dalam program kegiatan dinas pendidikan kabupaten sejak tahun 2007. 

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten juga menyebutkan dalam 

tujuannya yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu 

dan berketaraan disemua kecamatan dan desa. Dalam kedudukan tugas 

pokok dan fungsi point 2 juga disebutkan bahwa pengembangan PAUD 

dikembangkan 1 PAUD 1 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Selain itu disebutkan juga, kebijakan pemerintah 

daerah yag lain seperti pembangunan sarana gedung sekolah, sarana 

bermain, pengembangan anak usia dini. Peningkatan kualifikasi dan 

sertifikasi pendidik bagi guru termasuk PLS sesuai Undang-Undang no 14 

tahun 2005 juga merupakan program kegiatan yang tertuang dalam 

rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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Program P A UD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bawah 

pembinaan Unit Fungsional Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Dalam 

uraian tugasnya penilik PAUD mempunyai tugas pokok dan fungsi 

diantaranya membantu Kepala UPT Dinas Pendidikan Mentawa Baru 

Ketapang, dalam mengendalikan dan membimbing pelaksanaan 

Pendidikan Non formal dan Informal sesuau ketentuan Perundang­

Undangan yang berlaku. PLS adalah jabatan fungsional yang mempunyai 

tugas sebagai penilik sekolah/unit penyelenggara pendidikan. Kegiatan 

PLS lebih banyak diluar kantor dengan orientasi memberikan bimbingan­

bimbingan teknis. 

PLS mempunyai peranan yang sangat penting sebagai komunikan 

dalam berbagai kebijakan khususnya program PAUD nonformal yang ada 

di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 

pelaksana program di masyarakat. Keberhasilan penerapan kebijakan 

program PAUD nonformal sangat ditentukan oleh peran PLS dalam 

melaksanakan tugasnya. Dalam melakukan penilikan masing-masing 

tenaga penilik luar sekolah mempunyai tugas secara bergiliran dan 

melakukan peninjauan ke tempat-tempat PAUD setiap saat. Penilik Luar 

Sekolah (PLS) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang mempunyai latar pendidikan beragam. PLS menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel4.1 PLS Menurut Pendidikan 
di UPT Dinas Pendidikan Kec. Mentawa Baru Ketapang 

No 

1. 

2. 

Pendidikan 

SPG 

Sl 

Jumlah 

3 

Tabel 4.1 menunjukan jumlah tenaga penilik luar sekolah yang berlatar 

belakang SPG/SL T A lebih ban yak dibanding yang berlatar belakang S 1. 

Meskipun ada yang belum memenuhi syarat pendidikan minimal S 1, 

namun yang berlatar belakang pendidikan SPG termasuk orang yang 

sudah bekerja cukup lama dan berbagai pelatihan sering diikut sertakan, 

baik yang bersal dari kabupaten, propinsi atau nasional. 

Penggolongan masa kerja PLS dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu 

kurang dari 5 tahun, 5-1 0 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Dilihat dari 

lamanya bertugas di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang, PLS yang membidangi program P AUD semuanya sudah 

bekerja lebih dari 5 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam tiga klasifikasi masa 

kerja seperti pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 PLS di Dinas Pendidikan Kec. Mentawa Baru Ketapang 
Menurut Masa Kerja Tahun 2014 

NO 

l 

2 

3 

LAMA BERTUGAS 

0-5 th 

5-10 th 

>10th 

.JUMLAH 

0 

3 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa semua PLS mempunyai masa kerja lebih 

dari 5 tahun. Hal ini menunjukan PLS di UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilihat dari masa kerja sudah 
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mempunyat banyak pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan 

tugasnya tennasuk sebagai penilik PAUD. Sebelum menjadi PLS biasanya 

mereka telah bekerja sebagai guru di sekolah. Pertimbangan dipindah ke 

Dinas Pendidikan ada berbagai hal yang menyebabkan, salah satunya 

mereka telah cukup dan cakap sebagai PLS. Hal ini di dukung oleh 

pernyataan kepala UPT Dinas Pendidikan dalam wawancara sebagai 

berikut: 

" .... Kalau masa kerja PLS ini sudah terbilang cukup lama ... dan itu 
menurut ee .. hemat saya sudah baik lah .. sudah pengalamannya banyak, 
sering juga dipanggil mengikuti pelatihan-pelatihan, ee ... sebelum itu 
merekan juga telah bertugas sebagai guru di sekolah. Nah ... itu sudah 
jelas mereka banyak dengan pengalaman-pengalaman di lapangan." 

Masa kerja yang lama setidaknya menjadi bekal dalam penguasaan tugas 

yang diembannya. Dengan masa keija yang lama akan meningkatkan 

wawasan dan pengalaman dalam menerapkan berbagai kebijakan 

Pernyataan semua PLS pada umumnya mengatakan bahwa dengan masa 

kerja yang lama akan meningkatkan pengalaman bidang PAUD. Hal ini 

dapat dilihat pada salah satu wawancara dengan PLS sebagai berik-ut: 

" kami rata-rata bekerja sudah lebih dari 5 tahun, dan kami rasa juga 
ternan-ternan sudah sangat mengeti seluk-beluk PAUD, ditambah lagi 
pelatihan-pelatihan sering kami jalani ... " 

Program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terdiri dari 

Taman Kanan-Kanak atau disebut PAUD formal, Kelompok Bennain, 

dan Tempat Penitipan Anak disebutjuga PAUD nonfonnal. Jumlah PAUD 

nonformal di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menurut jenis 

pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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No 

1. 

2. 

3. 

Tabe14.3 Jumlah Sekolah Program PAUD 
di Kec. Mentawa Baru Ketapang Tahun 2014 

Pendidikan Jumlah 

Taman Kanak-Kanak 35 

Kelompok Bermain 20 

Tempat Penitipan Anak (TPA) 02 

JUMLAH 57 

Tabel 4.3 menunjukan tempat pendidikan PAUD dari KB dan TPA yang 

ada di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 40% dari jumlah 

PAUD yang ada. selebihnya tergabung dalam pendidikan Taman Kanak-

Kanak (PAUD Formal). Sedangkan Sebaran tempat program PAUD 

nonformal di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2014 menurut 

desa/kelurahan dapat dilihat pada table 4.4. 

Tabel4.4 Sebaran Sekolah PAUD Nonformal 
di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2014 

NO KELURAHAN JUMLAHPAUD 
-- -- -- -- -~---- ----------- --. -- - -- -- --------------------- ·--. 

Pelangsian 0 

2 Ketapang 4 

3 Mentawa Baru Hilir 6 

4 Mentawa Baru Hulu 7 

5 Sawahan 4 

6 Bapeang 0 

7 Eka Bahurui 0 

8 Pasir Putih 1 

9 Telaga Baru 0 

10 Bengkuang Makmur 0 

11 Bapanggang Raya 0 
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Tabel 4.7 menunjukan sebaran tempat PAUD nonformal di Kecamatan 

Mentawa Barn Ketapang masih terdapat 5 desa yang belum ada PAUD 

nonformal. Secara umum di kelurahan/desa yang sudah terdapat PAUD 

nonformal sebanyak 45%. Sedangkan program pemerintah daerah dalam 

menerapkan kebijakan program PAUD yaitu dengan mencanangkan I desa 

1 P AUD hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terns 

meningkatkan kuantitas PAUD yang ada. 

Keberadaan P AUD nonfonnal di Kecamatan Mentawa Barn Ketapang 

sampai dengan tahun 2014 secara umum terns bertambah. Hal ini terlihat 

dari makin bertambahnya tempat-tempat penyelenggara PAUD nonformal. 

Data pada Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 

2014 menunjukan PAUD nonformal yang didirikan oleh yayasan 

selurnhnya sebanyak 22 tempat. Berikut pernyataan salah satu PLS dalam 

wawancara sebagai berikut : 

" ya .... sepertinya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendukung 
program pemerintah dalam peningkatan SDM sejak usia dini cukup 
baik. Sampai saat PAUD kita tu ... sudah sekitar 22 an kalau tidak 
salah ... " 

3. Faktor-Faktor yang yang berhubungan dengan Implementasi PAUD 

a. Komunikasi 

Kebijakan program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang berdasarkan pada Rencana Strategis Kabupaten. Menurut 

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Barn Ketapang 

menyatakan dalam wawancara sebagai berikut : 
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" ... dalam melaksanakan program-program kebijakan ... ee apabila 
ada SK atau instruksi lain, ee ... maka kita wajib menjalankan 
perintah sesuai ... ee SK itu, namun untuk penyampaiannya .. yaa 
kita di undang dalam rapat sosialisasi atau koordinasi, selanjutnya 
dalam rapat itu kita sampaikan tentang yaa ... seperti contohnya 
pelaksanaan program PAUD ini tadi ... " 

Penyampaian kebijakan dari Dinas Pendidikan Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang ke tenaga pendidik program PAUD, sesuai 

tugas pokok dan fungsinya dilakukan Penilik Luar Sekolah (PLS). 

PLS yang merupakan unit fungsional bertugas menyampaikan 

program-program kebijakan ke tempat PAUD yang ada di masyarakat. 

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

mempunym PLS berjumlah empat orang. Bahasa dalam 

berkomunikasi tidak ada masalah, guru P AUD dan PLS menjalin 

komunikasi dengan bahasa yang mereka senangi, kadang-kadang 

menggunakan bahasa Indonesia dan kadang-kadang menggunakan 

bahasa daerah. 

PLS di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang melakukan kegiatan 

penilikan ke tempat PAUD dengan kunjungan setiap harinya ke 

tempat-tempat PAUD. Kegiatan dilakukan secara bergantian antar 

PLS. Dalam agenda kegiatannya, penilik melakukan bimbingan-

bimbingan dan evaluasi tentang PAUD yang ada. Selain itu penilik 

juga menyampaikan informasi-informasi apabila ada kebijakan baru 

baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten. Hal ini seperti 

disampaikan oleh salah satu PLS sebagai berikut : 

" ..... kegiatan penilikan ke PAUD kami ee .... lakukan hampir 
setiap hari ,. . . Jadi kami disini ber empat, ee ... dibagi sesuai 
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kesepakatan tempat PAUD mana ee ... yang kita kunjungi. Nah 
dalam tugas kami ... ee kami selalu menyampaikan informasi dan 
kebijakan baru jika ada, dan ... disamping itu kami selalu 
memberikan penilaian yang kami intergrasikan dengan kuesioner. 
Itu biasanya 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan kami di 
dinas ... " 

Pengelola PAUD menyatakan komunikasi antara pengaJar PAUD 

dengan pegawai dinas pendidikan biasanya melalui salah satu PLS 

atau kadang-kadang sewaktu ada peltihan-pelatihan sebagai berikut : 

" kalau komunikasi kita dengan mereka itu yang sering lewat 
PLS, karena mereka lah yang sering kesini. Namun terkadang ada 
saatnya kita dipanggil untuk pelatihan-pelatihan. Disitulah 
biasanya kami diberi buku-buku atau surat edaran-edaran 
lainnya ... " 

b. Birokrasi 

Hasil temuan di lapangan menunjukan pelaksanaan kebijakan 

program P AUD didasari adanya standar operasional prosedur yang 

ada. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari terbitnya SK dari Kepala 

UPT tentang tugas pokok dan fungsi pegawai. Selain itu adanya 

struktur organisasi pembagian tugas bagi setiap pegawai di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. 

Sedangkan proses implementasi kebijakan PAUD di UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang juga dilaksakan 

dalam sistem berjenjang. Kebijakan-kebijakan dari Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten disampaikan kepada semua kepala UPT 

bawahannya, salah satunya Kepala UPT Dinas Pendidikan Mentawa 

Baru Ketapang untuk dilaksanakan. Dasar pelaksanaannya berupa SK 

dari kepala dinas kabupaten. Selanjutnya dari Kepala UPT dinas 
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pendidikan mengeluarkan SK berupa tugas dan fungsi kepada 

bawahannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini seperti 

pernyataan kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang dalam wawancara sebagai berik--ut : 

" ... seperti biasa ya? Kebijakan apapun ... itu dilaksanakan 
berjenjang, artinya ... apabila itu kebijakan pusat makan akan 
turun ke propinsi untuk dilaksanakan, ee ... selanjutnya di propinsi 
dibuatkan surat edaran baru menindak lanjuti kebijakan yang 
keluar dari pusat ... ee disampaikan lagi ke kabupaten ... terus turun 
lagi UPT sampai ke pelaksana ... " 

Kebijakan program P AUD dilaksanakan oleh implementor menurut 

tugas-tugas masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Dengan mengacu pada struktur organisasi yang ada dan 

uraian tugas yang telah ditetapkan, implementasi program PAUD 

dapat betjalan dengan baik. Hal ini seperti dikatakan salah satu PLS 

dalam wawancara sebagai berikut : 

" penerapan program PAUD secara umum tidak ada hambatan 
dalam implementasinya, kita bekerja mengacu pada acuan-acuan 
yang ada dan tugas kita masing-juga sudahjelas ... " 

Program pendidikan PAUD nonformal di UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bertujuan tersedianya dan 

terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berketaraan disemua 

kecamatan dan desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlua 

adanya kurikulum pendidikan. UPT Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang kurikulum untuk SD tidak disebutkan secara baku, 

melainkan disesuakan dengan karektiristik masing-masing tempat 

penyelenggara PAUD nonformal. Hal ini dikatakan kepala UPT Dinas 
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Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam wawancara 

sebagai berikut : 

" Kurikulum di PAUD ini sebenamya ... ee tidak ada yang baku 
ya .... Nah tetapi di masing-masing biasanya mengembangkannya. 
Jadi setiap PAUD mempunyai karektiristik masing-masing seperti 
P A UD Islam, ... disitu dikembangkanlah sesua1 karakter 
pengejarannya ... " 

Pemyataan diatas didukung oleh satu PLS dalam wawancara 

sebagai berikut : 

"kalau kurikulum PAUD secara baku tidak ada, ... jadi 
kurikulumnya menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing 
tempat pendidikan PAUD itu, ... jadi biasanya masing-masing 
tempat PAUD membuat sendiri kurikulum pendidikannya ... " 

c. Disposisi 

Disposisi atau sikap implementor merupakan elemen penting 

dalam mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Sikap PLS 

di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang selalu 

berusaha bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diterima. 

Penilik sekolah menyampaikan kebijakan yang telah ditetapkan dari 

kepala UPT atau kepala dinas kabupaten, untuk disampaikan kepada 

para kepala sekolah PAUD. Hal ini seperti disampaikan salah satu 

PLS sebagai berikut : 

" ...... untuk malah penyampaian kebijakan ke sekolah-
sekolah, ..... ee... itu kami sebagai penilik sekolah yang turun 
ee ... ke sekolah. Jadi kami yang menyampaikan ke sekolah, ... ee 
terus yaaa ... kami datangi sekolah sesuai pembagian tugas kami, 
kami ya bertanggung lah dengan tugas yang kami emban ... " 
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T erkait tugas dan fungsi PLS dalam fungsi sebagai penilikan, Kepala 

UPTD memberikan tanggapan seperti pada wawancara sebagai berikut 

" ... terkait dengan tugas PLS, mereka mendukung ini karena itu 
sudah bagian dari kewajibannya ... kadang ada juga dana 
perjalanan, tapi itu inklud dengan kegiatan lain .... " 

Faktor yang mendukung lain implementasi PAUD berjalan dengan 

baik adalah keinginan dari pengelola memberikan pendidikan untuk 

anak-anak usia dini. Dengan ikut membantu memberi pendidikan ke 

anak-anak, menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebahagian diri. Hal 

ini seperti yang dikatatakan salah satu pengelola dalam wawancara 

sebagai berikut : 

" kalau saya bu, ... mengajar ini karena keinginan diri untuk 
membantu memberikan pendidikan ke anak-anak dengan tulus. 
Saya merasa bahagia kalau sebagian kebisaan kita kita ajarkan ke 
masyarakat ... " 

Dari Hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat diperoleh 

data bahwa anggaran penyelenggaraan program P AUD nonformal 

bersumber dari masing-masing sekolah (mandiri). Sumber pendapatan 

biaya biasanya dari uang yang diterima peserta didik saat pertama 

masuk sekolah. Setiap masing-masing penyelenggara membuat 

kebijakan anggaran yang dikeluarkan peserta didik berbeda-beda. Hal 

ini disebutkan oleh pengelola/kepala sekolah PAUD nonformal dalam 

wawancara sebagai berikut : 

" ... untuk pembiayaan P AUD kami ini ... ee, ya murni dari kami, 
dari biaya yang dikeluarkan peserta didik, selanjutnya kami kelola 
untuk menggaji guru-guru honor, beli alat peraga, rehab-rehab 
gedung ini ... " 
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d. Sumber daya 

Sumber daya dalam implementasi program PAUD di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang salah satunya adalah SDM yang ada. 

Emplementor yang terlibat langsung diantaranya adalah kepala UPT 

dinas pendidikan, unit fungsional, dan tenaga pendidikan di tempat 

P AUD. PLS dengan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terdiri 

dari 4 orang dengan kualifikasi pendidikan S 1 berjumlah 1 orang, dan 

lulusan SLT A berjumlah 3 orang. Kepala UPT Dinas Pendidikan 

kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam wawancara menyebutkan : 

" .... Kalau masa kerja PLS ini sudah terbilang cukup lama ... dan 
itu menurut ee .. hemat saya sudah baik lah .. sudah pengalamannya 
banyak, seringjuga dipanggil mengikuti pelatihan-pelatihan ... " 

Syarat penyelenggaraan program PAUD salah satunya adalah 

minimal tenaga pendidik untuk PAUD nonfonnal adalah SMA yang 

pengalaman pelatihan/magang/kursus PAUD seJems atau S 1 

diutamakan Jurusan PAUD atau Pendidikan Psikologi. Jika 

dibandingkan dengan kondisi pendidik/ guru P AUD nonformal di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur 

banyak yang belum memenuhi syarat. Masih adanya kendala tentang 

syarat minimal bagi pendidik juga ditanggapi oleh kepala UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru ketapang. Hal 1m sesum 

dengan penyataannya dalam wawancara sebagai berikut: 

" ...... untuk kualifikasi pendidikan minimal kita jelas, sudah 
belum memenuhi kriteria, banyak tenaga pendidik masih berlatar 
belakang lulusan SMA bahkan ada yang sebagian masih berlatar 
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belakang SMP, ... tapi itu terus akan kita upayakan. Kita 
mememberikan pelatihan-pelatihan serta pendidikan singkat..." 

Jumlah semua tenaga pendidik PAUD formal dan nonformal di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berjumlah 229 orang dengan 

berbagai latar belakang pendidikan. Sebaran tenaga pendidik program 

P AUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menurut tingkat 

pendidikan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel4.5 sebagai berikut: 

Tabel4.5 Guru PAUD Formal dan Nonformal Menurut Pendidikan 
di Kec. Mentawa Baru Ketapang Tahun 2014 

No Pendidikan Jumlah Persentase 
1. SMP Sederajat 19 8,3% 
2. SMA Sederajat 108 47,2% 
3. D1 23 10,0% 

4. D3 4 1,7% 
5. Sl 74 32,3% 
6. S2 I 0,4% 

Tabel 4.5 menunjukan persentase jumlah tenaga pendidik dengan 

kualifikasi pendidikan SMA sederajat masih sangat tinggi. Hal ini 

terhhat dari persentasi yang lulusan SMA sederajat sebanyak 47,2% 

atau hampir setengah dari jumlah tenaga pendidik yang ada. 

Sedangkan untuk kualifikasi S 1 sebanyak 32,3%. Dari semua tenaga 

pendidik terdapat 1 tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan S2 

pendidikan. Sedangkan Pendidik PAUD nonformal di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang sesuai kualifikasi pendidikan/sudah 

mendapat pelatihan dapat dilihat pada tabel 4.6. 

76 

16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Tabel 4.6 Kualifikasi Pendidikan Guru PAUD 
di Kec. Mentawa Baru Ketapang Tahun 2014 

Sesuai 
No Pendidikan Jumlah Kualifikasi/ Persentase 

Sudah Dilatih 
1. SMP Sederajat 5 0 0% 

2. SMA Sederajat 19 10 53% 
3. D1/D3 24 20 83% 
4. S1 18 17 94% 

Tabel4.6 menunjukan total perbandingan pendidik PAUD nonformal yang 

sudah dilatih dan kualitikasi pendidikan yang sesuai dengan dengan yang 

belum dilatih dan kualifikasi pendidikan yang berbeda sebesar 74%. 

Sedangkan dilihat dari masa kerja, pendidik PAUD nonformal 

mempunyai masa kerja beragam. Pendidik program PAUD nonformal di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menurut masa kerja pada tahun 2013 

dapat dilihat pada tabel 4. 7 sebagai berikut : 

Tabel4.7 Guru PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 
Menurut Masa Kerja Tahun 2014 

NO 

1. 

2. 

3. 

KATEGORI 

0-5 th 

6-10 th 

>11th 

JUMLAH 

60 

31 

22 

PERSENTASE 

53% 

27% 

19% 

Tabel 4.7 menunjukan masa ketja tenaga pendidik program PAUD di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaian besar masih kurang dari 5 

tahun. Masih banyaknya jumlah tenaga pendidik PAUD dengan masa 

kerja yang kurang dari 5 tahun, per1u di iringi dengan seringnya pelatihan-
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pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Hal ini 

sebagaiana wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pendidikan sebagai 

berikut: 

" ... bisa kita lihat sekarang ini, .. ee tenaga pendidik PAUD ban yak 
yang baru ... , ee kalau dari segi pengalaman mungkin masih banyak 
... ee kurang pengalaman lah ... , namun pemerintah daerah ... ya selalu 
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tiap tahunnya, ee mereka 
sering juga kita panggil, .. semua itu gunanya ee .. untuk peningkatan 
kompetensi mereka .. " 

Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin 

Timur tahun 2011-2013 juga telah disebutkan untuk meningkatkan mutu 

dan kesejahteraan pendidik dicapai melalui pendidikan dan pelatihan 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memberikan 

syarat sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan 

program PAUD. Keberadaan sarana dan prasarana di PAUD yang ada di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada umumnya sudah baik, hanya 

beberapa saja yang beleum memenuhi standar namun itu bias di upayakan 

secara bertahap. Hal ini sesuai dengan pemyataan kepala UPT Dinas 

Pendidikan dalam wawancara sebagai berikut " 

"Masalah sarana prasarana, ... ee memang masih ada beberapa yang 
kurang, seperti gedung, alat peraga, namun itu bisa kita lengkapi 
secara bertahap, dengan bantuan-bantuan dari dinas ... yang terpenting 
kalau keinginan masyarakat sudah tinggi dan jumlah anak didik sudah 
mencukupi ... itu tentu kami dukung dan bantu .. " 

Tempat PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang memiliki 

sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel 4.8 

sebagai berikut : 
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Tabel4.8 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tempat PAUD 
di Kec. Mentawa Baru Ketapang Tahun 2014 

No Penyelenggra PAUD Jumlah Persentase 

1. Memenuhi Syarat 16 72,7% 

2. Tidak Memenuhi Syarat 6 27,3% 

JUMLAH 22 100% 

Tabel 4.8 menunjukan kondisi sarana dan prasarana tempat PAUD di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang memenuhi syarat sebesar 

72,7%. Selebihnya sebanyak 27,3% belurn memenuhi syarat. Masih belum 

terpenuhinya syarat yang ditetapkan lebih dikarenakan kondisi bangunan 

dan sumber dana untuk menambah sarana dan prasarana belurn tersedia 

Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan PLS menyatakan sebagai 

berikut: 

" ... di Ketapang ini ee ... ada sekitar seperempatnya mungkin 
ya. _.yang sarana prasarana masih kurang. Ya ... itu akan kita beri 
bimbingan bahkan jika ada bantuan, seperti permainan-permainan, 
alat peraga, dan lainnya ... " 

Sedangkan dari hasil observasi di tempat PAUD nonformal, buku-

buku pendukung seperti surat-surat edaran, buku petunjuk operasional, 

buku petuntuk teknis dapat dilihat pada tabel4.9. 

No 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tabel4.9 Kelengkapan Penunjang di Tempat PAUD 
Kec. Mentawa Baru ketapang Tahun 2014 

Uraian Kelengkapan Persentase 

Buku Operasional 20 95% 

Buku Petunjuk Teknis 18 83% 

Buku Pedoman-Pedoman 19 85% 

Surat-Surat Edaran 8 37% 
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Beberapa dokumen penunJang dan panduan dalam pelaksanaan 

program PAUD pada umumnya masih tersedia di tempat PAUD. Buku-

buku panduan PAUD pada umumnya di dapat dari bantuan-bantuan dinas 

pendidikan kabupaten, propinsi atau pusat. 

Sedangkan infonnasi tentang kebijakan dan perkembangan program 

PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada umumnya didapatkan 

dari PLS, seperti disampaikan guru P A UD nonformal dalam wawancara 

sebagai berikut : 

" ... Klu kebijakan yang berhubungan dengan PAUD ini, kami dapat 
informasinya dari penilik sekolah. . .. , biasanya berupa surat 
edaran, ... apa yang kami laksanakan di sekolah ini sesuai arahan dari 
para penilik itu ... " 

e. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi 

Lingkungan sosial politik dan ekonomi mempunyai dampak langsung 

terhadap dukungan kebijakan program PAUD. Pemerintah daerah sangat 

mendukung terhadap pengembangan P A UD khususnya nonformal di 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini terlihat dari partisipasi tim 

penggerak PKK yang memprogramkan 1 desa 1 PAUD. Hal sesuai dengan 

yang dikatakan kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang dalam wawancara sebagai berikut : 

" ... dukungan pemerintah terhadap program PAUD sangat positif bu 
ya ... ee .. hal ini dapat kita lihat sendiri dari anggaran kabupaten selalu 
mendapat persetujuan ee ... walaupun belum optimal, eee dari ketua 
tim penggerak PKK pun malah mencanangkan 1 desa 1 PAUD. Nah 
ini jelas membuktikan bahwa semua pemnangku kepentingan 
mendukung untuk ee ... hal terse but." 
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Hal ini terlihat masyarakat dengan lingkungan status sosial dan 

ekonominya baik cenderung meyekolahkan anak-anaknya bahkan sejak 

usia kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Masyarakat dengan 

kondisi sosial dan ekonomi yang baik biasanya lebih intensif memberikan 

pendidikan kepada anaknya sejak dini. Hal ini seperti dikatakan salah satu 

PLS dalam wawancara sebagai berikut : 

" ... kalau faktor ekonomi dan sosial sepertinya jelas berpengaruh 
terhadap keberhasilan program PAUD ini, kita ambil contoh saja 
masyarakat yang status sosial dan ekonomi cukup, pasti akan 
menyekolahkan ke tempat yang lebih baik, .. ee begitu juga dengan 
penyelenggara sendiri ... ee peneyelengggara biasanya akan lebih 
menigkatkan metode pembelajarannya agar sekolahnya lebih baik dari 
yang lain, tapi ya ... itu biasanya biaya yang ditimbulkan juga lebih 
tinggi .. " 

Pengelola PAUD menyatakan dengan kondisi ekonomi masyarakat 

yang baik akan berpengaruh terhadap minat sekolah. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan pengelola PAUD dalamrikut wawancara sebagai berikut : 

" Menurut saya sich, dengan lingkungan sosial ekonomi yang baik, 
masyarakat akan menyekolahkan ke PAUD yang lebih baik menurut 
mereka. Bisa kita liat di sampit ini ada PAUD yangjumlah muridnya 
sangat banyak hingga beberapa kelas, karena yaitu tadi ... mereka akan 
menyekolahkan ke PAUD yang lebih baik" 

Program PAUD selama ini di Kabupaten Kotawaringin Timur juga 

mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari 

dukungan persetujuan anggaran proram P AUD yang selalu ada setiap 

tahunnya. Selain dari pemerintah daerah, dari badan legilatif pun 

mendukung pro!:,Tfam PAUD yang sedang diterapkan. Dengan disetujuinya 

anggaran-anggaran saat pembahasan di dewan perwakilan daerah 
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kabupaten, merupakan salah satu indikator dukungan badan legislatif 

daerah. 

Hasil wawancara dan observasi dilapangan, kemitraan PAUD 

nonformal di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 

yang biasanya sering terjajiln adalah dengan pihak kesehatan. Hal ini dapat 

diketahui lewat pemberian program kesehatan seperti imunisasi, pembrian 

vitamin dan lainnya. Selain dengan kesehatan dengan pihak orang tua 

peserta didik. Biasanya pengelola PAUD memanggil orang tua jika ada 

yang perlu di musayawarahkan, seperti rencana kenaikan biaya bulanan 

peserta didik, biaya pembangunan gedung, atau yang lain. Hal ini 

sebagaimana di nyatakan salah satu pengelola PAUD nonformal dalam 

wawancara sebagai berikut: 

" kemitraan yang selama ini biasanya dengan pihak kesehatan itu 
jelas .. ee biasanya tiap tahun, kalau yang lain ya ... sama orang itu jelas. 
Kalau yang lain sama dikpora ya .... yaitu tergantung dengan 
kebutuhan kita lah ... " 

Kepala Dinas Pendidikan Mentawa Baru Ketapang dalam wawancara 

menyatakan P A UD dalam kegiatannya di masyarakat menjalin kemitraan 

dengan berbagai instansi lain sesuai dengan kemampuan masing-masing 

pengelola. Hal ini dapat dilihat pemyataannya sebagai berikut : 

" ... kemitraan mereka itu tergantung ya ... kalau pengelolanya ban yak 
relasi, yang banyak juga kemitraan yang dibangunjadi ya itu 
ya ... intinya tergantung dengan pengelola masing-masing, kalau kami 
sebatas itu untuk kemajuan maka akan selalu kita dukung" 
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B. PEMBAHASAN 

1. lmplementasi Kebijakan PAUD Di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang 

Implementasi kebijakan PAUD yang telah dilaksanakan di Kabupaten 

kotawaringin Timur secara kuantitas belum sesuai dengan target rencana 

strategis Dinas Pendidikan Kabupaten kotawringin Timur. Salah satu 

faktor belum terpenuhinya target tersebut adalah jumlah anak setiap desa 

yang belum tentu banyak, kemauan dan kemampuan orang tua masih 

rendah untuk menyekolahkan anak-anaknya, selain itu penyandang dana 

dari masyarakat juga bel urn merata. Amelia dalam Saktiendi (20 11) 

menyatakan beberapa kasus dimana anak yang berasal dari keluarga yang 

miskin!kurang mampu pada saat dewasa dapat menjadi orang yang 

berhasil/sukses, namun hal itu tidak meruntuhkan anggapan yang telah 

berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa anak yang berasal dari keluarga 

yang miskin tidak akan mampu mengembangkan diri secara maksimal. Selain 

karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki orang tua untuk memenuhi biaya 

pendidikan anak, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu akan 

cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan kemampuan kognisi, afeksi 

dan psikomotorik dibandingkan anak yang berasal dari keluarga sejahtera 

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

sebagai salah satu implementor dalam implementasi program PAUD 

mempunyai tugas sebagai koordinator, pengendalian kebijakan teknis dan 

program anak usia dini. Dalam melakukan tugas sebagai koordinator, 

dibantu oleh PLS. Selanjutnya PLS sebagai komunikan dalam 

implementasi kebijakan PAUD mempunyai tugas membantu Kepala UPT 
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Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dalam 

mengendalikan dan membimbing pelaksanaan Pendidikan Nonformal dan 

Informal, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan Perundang­

Undangan yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 

15 ayat 4 dinyatakan bahwa penilik sekolah harus melaksanakan kegiatan 

penilikan akademik dan penilikan manajerial. Penilikan sekolah juga 

bagian yang tak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan secara 

keseluruhan. Sebab kepenilikan sekolah pada intinya berperan aktif dalam 

mengawal proses pendidikan, agar sesuai dengan kaidah-kaidah 

pendidikan dan perencaaan di dalamnya. 

Kebijakan program PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur 

ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain. 

Beberapa pandangan para ahli, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan PAUD adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur birokrasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi. 

a. Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

dari implementasi kebijakan. Implemtasi yang efektif teijadi apabila 

para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan. 

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila 

84 

16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap keputusan kebijakan 

dan peraturan implementasi harns ditransmisikan (dikomunikasikan). 

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harns dilakukan. Apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harns ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group) sehingga akan mengurangt distorsi 

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas 

atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan program PAUD 

nonformal di Kecamatan Mentawa Barn ketapang sudah berjalan baik. 

komonikasi yang disampaikan sudah sesuai yaitu disampaikan 

berjenjang. Kebijakan program PAUD di Kecamatan Mentawa Barn 

Ketapang, disampaikan melalui beberapa lapisan hirarki. Guna 

mencegah teijadinya distorsi komunikasi didukung oleh bukti tertulis 

seperti Surat Keputusan dan Petunjuk-petunjuk operasional lainnya. 

Distorsi komunikasi biasanya terjadi apabila sumber informasi yang 

didapat penilik sekolah atau dari UPT Dinas Pendidikan tidak valid 

dan langsung disampaiakan ke sekolah melalui pembicaraan yang 

tidak resmi. Namun hal tersebut dapat dipahami oleh tenaga-tenaga 

pendidik sekolah dengan menanyakan langsung ke dinas pendidikan 

kabupaten atau informasi dari media lainnya. Informasi tentang 

kebijakan program P AUD seperti yang dalam buku pedoman 

operasional dan teknis harns diternskan kepada tenaga pendidik yang 

ada di penyelenggara PAUD. Tentu saja komunikasi harns akurat dan 
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harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan 

informasi ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana 

karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan 

program PAUD kepada para tenaga pendidik di penyelenggara P AUD. 

Penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi di UPT bukan 

menjadi kendala lagi. Hal ini karena peng!:,runaan bahasa adalah bahasa 

keseharian mereka. Sehingga terjalin hubungan sebagai ternan kerja 

yang baik, dan tidak menjadi kendala lagi. Hal ini selaras apa seperti 

yang dikemukakan Syafri (2007) yang menyatakan salah satu 

penyebab tetjadinya distorsi komunikasi adalah kurangnya 

memperhatikan bahasa daerah dalam transmisi kebijakan. 

Penyampaian pesan dari PLS tentang kebijakan PAUD di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang resmi biasanya selalu 

disertai surat-surat edaran atau kerangka acuan. Hal ini sesuai dengan 

Wilbur Schramm dalam Effendy ( 1994) yang menyatakan bahwa 

komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh 

komunikator cocok dengan kerangka acuan, yakni perpaduan 

pengalaman dan pengertian yang diperoleh komunikan. 

Transmisi dalam kebijakan program P AUD di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang ini terkait dengan penyampaian informasi, 

frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan peng!:,runaan media yang 

beragam. Sebelum para pelaksana dapat mengimplementasikan suatu 

kebijakan maka mereka telah memperoleh informasi yang cukup untuk 

pelaksanaannya. Dengan tersedianya buku pedoman operasional dan 
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buku petunjuk teknis pelaksanaan program PAUD yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka penyampaian 

infonnasi bisa berjalan baik. Konsistensi dalam komunikasi program 

PAUD nonfonnal Kecamatan Mentawa Baru Ketapang juga baik. 

Pemakaian acuan buku pedoman diharapkan para pelaksana mampu 

menjaga kekonsitenan infonnasi dan melaksanakan tugasnya dengan 

baik. lmplementasi kebijakan-kebijakan biasanya dilaksanakan jika 

didasari dengan acuan-acuan yang menyertainya baik yang diterbitkan 

dari kabupaten, propinsi, atau pusat. 

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu 

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Di samping itu 

sumber infonnasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang 

berbeda pula. Sebuah kebijakan diimplementasikan maka harus 

dipastikan bahwa petunjuk implementasi diterima dan implementor 

mendapatkan kejelasan tentang kapan atau bagaimana sebuah program 

dilakukan. lmplementasi kebijakan PAUD sudah jelas tertuang dalam 

berbagai acuan seperti petunjuk operasional dan teknis dari pusat. 

Bentuk lain seperti Surat Keputusan dan Rencana Strategis lima 

tahunan sebagai kekuatan hukum dalam melaksanakan kebijakan 

tersebut. Dengan adanya sumber-sumber rujukan dan acuan tersebut 

akan membantu kejelasan dalam penyampaian kebijakan PAUD. 

Implementasi kebijakan juga harus konsisten dari pemerintah sampai 

ke masyarakat. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan 

tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui 
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secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Salah satu cara 

menjaga kekonsistensian adalah adanya petunjuk-petunjuk operasional 

atau teknis. 

Komunikasi program P AUD di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang pada umumnya berjalan top down. Kebijakan-kebijakan 

yanhg turun dari atasan di tuangkan dalam bentuk SK dan di 

implementasikan kepada bawahan. Hal ini sesuai dalam Mulyana 

(2010) yang menyatakan bahwa pemahaman komunikasi sebagai 

proses searah sebenamya kurang sesuai bila diterapkan di komunikasi 

tatap muka, namun tidak terlalu keliru, jika diterapkan pada 

komunikasi publik yang melibatkan tanya jawab. Pemahaman 

komunikasi dalam konsep ini sebagai definisi berorientasi sumber 

dalam konteks ini juga, komunikasi dianggap sebagai suatu tindakan 

yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan 

komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau 

membujuk orang lain melakukan sesuatu. 

b. Somber Daya (Resources) 

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya 

pendukung dalam implementasi program PAUD. Faktor sumber daya 

sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan 

program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Faktor ini 

meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. 
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UPT Dinas Penidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 

mempunyai 4 tenaga fungsional yang bertugas sebagai PLS program 

PAUD. Dengan melihat masa ketja yang sebagian besar lebih dari 5 

tahun, kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan kegiatan 

pembinaan bagi penyelenggara P AUD sudah baik. Disamping itu 

tenaga pengajar yang sebagaian mendapat pelatihan sangat mendukung 

terhadap implementasi PAUD di kecamatan Mentawa Baru Ketapang. 

Hal ini sesuai dengan Edwards dalam Ruhana dan Yuliana, (2010) 

menyatakan bahwa Sumberdaya yang mendukung proses implementasi 

kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri dari staf ( dengan 

j umlah dan kompetensi yang cukup ), kewenangan, informasi yang 

relevan dan cukup, serta ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. 

Pemyataan lain seperti diungkapkan salah satu media yang 

menyebutkan syarat jumlah ideal tenaga pendidik atau guru merupakan 

salah satu faktor pendukung terlaksananya proses belajar mengajar. 

Hal ini dikemukan media Balipost (2003) dalam salah satu beritanya 

menyebutkan perbandingan murid dan guru PAUD idealnya adalah 1 : 

10. Meskipun demikian hila 1 guru mengajar 20-30 murid PAUD 

masih digolongkan ideal. Rasio anak didik PAUD dengan guru di UPT 

Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah 65 

pendidik berbanding dengan 314 peserta didik, a tau sekitar 1 : 5. 

Salah satu persoalan pokok dalam bidang pendidikan di 

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah masih adanya pendidik yang 

belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau yang belum 
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mendapat pelatihan dengan perbandingan 74%. Namun permasalasan 

yang terjadi di lapangan mengenai persyaratan minimal pendidikan 

bagi tenaga pendidik oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang bukan menjadi kendala utama, karena Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan bantuan­

bantuan yang sifatnya simultan untuk memebenahi sarana dan 

prasarana yang masih kurang. Dari sisi kualifikasi syarat minimal 

pendidikan bagi tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kotawaringin Timur setiap tahun mengadakan pelatihan-pelatihan 

untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik khususnya bagi 

program PAUD. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kemendikbud 

(20 12) dalarna buku saku PLS menyebutkan bahwa salah satu syarat 

pendidik PAUD nonformal sesuai Permendiknas No. 58 Tahun 2009 

adalah minimal SMA yang mempunyai kursus/peltihan bidang PAUD 

a tau S 1 dengan jurusan PAUD atau pendidikan psikologi. Akan tetapi 

jika belum terpenuhi semua pendidik dan tenaga penddikan 

mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program pengembangan 

diri melalui berbagai sumber dan jalur pengembangan seperti 

mengikuti program pelatihan berkelanjutan, kursus jangka pendek dan 

menengah, atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Sayarat lain juga 

dikemukakan oleh Kemendikbud (2012) dalam Petunjuk Pelaksanaan 

P AUD menyebutkan pendidik PAUD nonformal mempunym 

kualifikasi minimal SMA/Sederajat, dengan pengalaman pelatihan/ 

magang atau sejenisnya, diutamakan S 1 PAUD/Pendidikan!Psikologi. 
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Program Kegiatan PAUD dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjelaskan bahwa pemerintah 

daerah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan salah 

satunya pendidikan anak usia dini melalui pendidikan dan pelatihan. 

Hal ini terlihat dari setiap tahun selalu dianggarkan pelatihan-pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. 

Selain bagi tenaga-tenaga pendidik, pemerintah daerah juga 

mengalokasikan pengembangan kompetensi PLS. Dalam program 

kegiatan yang tertuang di rencana strategis juga telah dialokasikan 

anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PLS. Selain itu 

disebutkan juga pembinaan minat, bakat dan kreatifitas bagi guru. 

Guru yang mempunyai bakat dan keahlian khusus di bidang 

pendidikan akan mendapatkan perhatian gai pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kemampuannya. 

Sumber daya berikutnya adalah informasi. Informasi merupakan 

sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan program 

PAUD nonformal di Kecamatan Mentawa Barn Ketapang. Dinas 

Pendidikan biasanya melalui UPT Dinas Pendidikan Mentawa Barn 

Ketapang juga memeberi bantuan berupa buku-buku untuk pengayaan 

informasi. Namun apabila tidak ada yang termasuk dalam bantuan 

biasanya pihak pendidikan PAUD membeli sendiri. Ketersediaan buku 

pedoman di lingkungan pelaksana yang memadai merupakan salah 

satu indikator informasi yang disampaikan sudah beijalan baik. Hal 
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ini terlihat dari buku-buku operasional, petunjuk-penjuk teknis tersedia 

dengan persentase > 50%. 

Faktor lain yang terkait dengan sumber daya adalah kewenangan. 

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang 

diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. 

Dalam pelaksanaan kebijakan program PAUD nonformal di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, implementor menjalankan 

wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Surat 

Keputusan oleh atasan. Setiap implementor mempunya tugas dan 

tanggungjawab yang berbeda. Hal in seperti disampaikan oleh Edward 

dalam Budi Winarno (2005) menyebutkan pejabat dari yurisdiksi 

tingkat tinggi dalam menangani implementasi biasanya meminta 

bantuan pejabat-pejabat yurisdiksi tingkat rendah. Para pejabat pada 

tingkat yurisdiksi yang lebih tinggi ini sering meminta pandangan 

(.\·haring) kepada pejabat di tingkat yang lebih rendah atau para 

pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. 

c. Sikap Implementor (Dispositions) 

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan 

faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam 

implementasi kebijakan program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang, kecenderungan implementor ini meliputi sikap pelaksana, 

tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif. 
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Sikap yang positif dan kemauan yang cukup untuk menjalankan 

program PAUD nonformal tm terlihat dari jumlah tempat 

penyelenggara yang cukup banyak, hanya saja dalam proses 

implementasinya masih memerlukan pendampingan yang konsisten 

dalam peningkatan kualitas, sehingga program ini dapat terlaksana 

dengan baik. 

Pembiayaan PAUD nonformal di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang seluruhnya mumi bersumber dari pengelola PAUD masing­

masing, melalui dana yang dibebankan kepada peserta didik. Adapun 

dana yang sudah ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing­

masing PAUD.Sedangkan dari bantuan dari pihak lain biasanya tidak 

ada, j ika ada biasanya berupa bantuan alat peraga, a tau sarana 

prasarana lain. Hal mt sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Kemdikbud (2012) melalu petunjuk teknis menyebutkan bahwa 

Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga 

Kelompok Bermain dan TK. Biaya investasi, operasional, dan 

personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, 

partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. 

Secara singkat dapat dijabarkan bahwa pembiayaan proses 

pembelajaran berasal dari pemerintah, swasta atau swadaya. 

Implementasi program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang telah disediakan anggaran yang berasal dari APBD 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Dana tersebut untuk mendukung 
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kegiatan operasional program PAUD agar dapat diimplementasikan 

dengan baik. Bantuan tersebut biasanya tidak diberikan untuk semua 

penyelenggaran pendidikan, melainkan prioritas bagi yang kurang 

tersedianya sarana maupun prasarana, misalnya sarana alat bermain, 

atau bantuan perlengkapan pendidikan laiannya. Namun disamping 

bantuan operasional penyelenggara PAUD JUga mempunyat 

pengelolaan anggaran sendiri untuk kegiatannya. 

Faktor pendorong bagi PLS melakukan fungsinya juga didasari 

adanya program sertifikasi bagi tenaga PLS. Dengan program 

sertifikasi PLS mempunyai hak menerima gaji tambahan yang 

besamya kurang lebih 1 bulan besamya gaji rutin. Secara umum 

kecenderungan implementor sudah baik sehingga implementor dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan program PAUD 

nonformal memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan 

sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif. Hal ini 

seperti yang dikatakan Edwards dalam Budi Winamo (2002) terkait 

disposisi implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, 

namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara 

langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau 

kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. 

Pemyataan lain seperti yang disampaikan oleh Edwards dalam 

Agustino (2012) bahwa salah satu teknis yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
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manipulasi insentif yaitu dengan cara menambah keuntungan atau 

biaya tertentu. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi memiliki peran penting dalam implementasi 

kebijakan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program PAUD di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang rneliputi efektifitas struktur 

organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan. 

Struktur organisasi di UPT Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam 

implementasinya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

seperti yang dijabarkan pada uraian tugas pegawai. Koordinasi antar 

pegawai dalam melaksanakan program PAUD nonformal juga sudah 

sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. 

Struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang yang sederhana menyebabkan aktivitas 

implementasi menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya 

hubungan hierarkhi dan pembagian tanggung jawab yang tegas di 

antara personel. Efektifitas struktur organisasi pelaksana program 

PAUD di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berjalan baik. Untuk 

menjamin pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan pembagian kerja dan 

dibarengi dengan penilikan yang efektif. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Edwards dalam Budi Winamo (2012) menjelaskan 

salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar dari suatu organisasi 

adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasamya (Standart Operating 
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Procedures/SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga 

menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas. Struktur birokrasi orgamsas1 yang 

mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang 

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standar (standard operating procedures atau SOP) yang menjadi 

pedoman bagi implementor di dalam bertindak. 

Kurikulum program PAUD di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang mengacu pada Permen No. 58 Tahun 2009. 

Kurikulum program PAUD menyesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak dengan mengacu pada acuan yang telah 

ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Pujanarko dkk (2011) yang 

menyatakan bahwa pada penyelenggaraan P AUD, jenis pendidikan ini 

tidak menggunakan kurikulum baku dari Kementrian Pendidikan 

Nasional, melainkan menggunakan rencana pengajaran yang disebut 

menu besar. Menu besar ini mencakup pendidikan moral dan nilai 

keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosial emosional dan seni. 

Sedangkan Kurikulum pokok pada program PAUD di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang dikembangkan oleh tiap-tiap PAUD sesuai 

dengan kararakteristik dan ciri khas P A UD masing-masing. Dalam 

pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, model pembelajaran 
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PAUD yang menggunakan metode in class (belajar dalam ruang 

kelas) sebagian besar terbagi dalam dua model yakni: yang 

menggunakan meja dan kursi dan PAUD yang tidak menggunakan 

fasilitas meja dan kursi (peserta didik menggunakan meja tulis lipat 

yang dibawa masing-masing). 

e. Kondisi Sosial Politik dan ekonomi 

Kondisi sosial politik dan ekonomi dalam implementasi kebijakan 

penyelenggaraan PAUD sudah berjalan dengan baik meskipun belum 

optimal. Implementasi kebijakan di diaerah tidak lepas dari pengaruh 

sosial dan politik dari pemangku-pemangku kepentingan serta yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi. Kondisi terkait masalah sosial 

masyarakat seperti kemitraan yang dibangun dengan masyarakat 

bervariasi, namun pada umumnya yang sering adalah dari layanan 

dinas kesehatan, orang tua peserta didik, disdikpora. Beberapa 

kemitraan seperti musyawarah dengan orang tua murid. Musyawarah 

ini biasanya dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal terkait dengan 

pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi anak 

didik. Contoh lain seperti menggalang kerjasama dengan pusat-pusat 

perbelanjaan dan modem untuk mengadakan Iomba-lomba mewamai 

objek, dan beberapa kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Kemdikbud (2012) melalui petunjuk teknis 

menyebutkan menjalin keijasama dengan pihak terkait yang relevan 

dengan rencana program yang disusun dengan tujuan untuk membantu 

menyukseskan program. Instansi yang dapat bekeijasama antara lain: 
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a. Instansi yang relevan dengan peningkatan mutu program adalah 

BP-PNFI, BPKB, SKB. 

b. Instansi yang terkait dengan fasilitasi program 

pendidikan, dinas sosial, Pemda. 

Din as 

c. Instansi terkait dengan penyuluhan, pelayanan kesehatan/gizi dan 

posyandu adalah Dinas kesehatan, ahli gizi dan ahli tumbuh 

kembang. 

Faktor dukungan dari pemerintah daerah yaitu dari SKPD Dinas 

Pendidikan sendiri yang membuat program pengembangan PAUD dan 

tertuang dalam rencana strategisnya. Dari badan legislatif (Dewan 

Perwakilan Rakyat) diantaranya mendukung berupa persetujuan 

anggran penyelenggaraan kebijakan PAUD, dari ketua tim penggerak 

PKK merupakan suatu bentuk dukunguan akstemal yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan penyelengaraan PAUD di di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pendapat yang sejalan seperti 

yang dikemukakan oleh Van Metterr dan Van Hom dalam Agustino 

(20 12) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial, politik dan 

ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Pendapat lain dari Kominfo 

dalam Kajian Penelitian Badan Publik Negara (2011) menyatakan 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang komplek dan 

bahkan bermuatan politis dengan adanya berbagai kepentingan. 

Apabila pemerintah yang kontradiktif terhadap kebijakan yang ada, 

maka akan membuat proses implementasi kebijakan menjadi lambat. 
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Masalah ekonomi Juga tidak lepas dalam kesuksesan 

implementasi program PAUD di Kecamatan Mentawa Barn Ketapang. 

Tingkat ekonomi masyarakat yang baik akan mendorong anaknya 

untuk bersekolah ke PAUD bahkan sejak anak bernsia dini. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya beberapa tempat penitipan anak di Kecamatan 

Mentawa Barn Ketapang. Fenomena tersebut tentunya akan 

mendukung pemerintah dalam mensukseskan kegiatan program P AUD 

di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan pemyataan Agustino (2012) yang 

mengungkapkan tingkat masyarakat dalam perkembangan ekonomi 

akan menentukan batas apa yang dapat dikerjakan pemerintah dalam 

menyediakan barang dan penyediaan publik kepada rnasyarakat. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KES~PULANDANSARAN 

Kebijakan implementasi program PAUD dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut antara lain komunikasi, 

sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi dan lingkungan 

sosial, politik dan ekonomi. Berdasarkan pembahasan dari basil penelitian 

yang telah disajikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Komunikasi 

Komunikasi yang diterapkan dalam melaksanakan kebijakan PAUD 

dudah berjalan sesuai aturan, di Kebijakan disosialisasi melalui rapat 

koordinasi, PLS dengan bahasa yang mudah dimengerti dan kadang­

kadang menggunakan bahasa daerah. Sosialisasi juga dilakukan ada 

kegiatan pelatihan atau ketika mereka datang karena ada sesuatu yang 

diurus di kantor. 

b. Sumberdaya pendidik/guru PAUD belum terlaksana sesum yang 

distandarkan. Sumber daya pendidik masih banyak yang belum 

memenuhi syarat, banyak yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat 

SMA, bahkan masih ada yang lulusan SMP. Selanjutnya masih banyak 

guru yang memiliki pengalaman dibawah 5 tahun. 

c. Disposisi implementor dalam implementasi kebijakan program PAUD 

sudah berjalan baik, penilik sekolah menyampaikan kebijakan yang telah 

ditetapkan dari kepala UPT atau kepala dinas kabupaten, untuk 
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disampaikan kepada para kepala sekolah PAUD. keinginan dari 

pengelola memberikan pendidikan untuk anak-anak usia dini. Dengan 

ikut membantu memberi pendidikan ke anak-anak, menumbuhk.an rasa 

kebanggaan dan kebahagian diri. Anggaran penyelenggaraan program 

PAUD nonformal bersumber dari masing-masing sekolah (mandiri). 

Sumber pendapatan biaya biasanya dari uang yang diterima peserta didik 

saat pertama masuk sekolah. 

d. Birokrasi, yang dilaksanakan pada implementasi kebijakan PAUD sudah 

berjalan baik, dengan berdasarkan SOP yang ada. Selain itu semua 

kegiatan dilakukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang telah 

digariskan dalam uraian tugas masing-masing. Kebijakan Juga 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kabupaten hingga ke unit 

pendidikan-pendidikan. 

e. Lingkungan sosial ekonomi dan politik belum sepenuhnya berjalan baik, 

dukungan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pihak 

legislatif dan organisasi tim penggerak PKK kabupaten terhadap 

implementasi program PAUD nonformal di Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang. Namun dari kemitraan dengan masyarakat pacta umumnya 

hanya dengan instansi seperti kesehatan, PKK, dan dengan orang tua 

didik itu sendiri. 

B. Saran-Saran 

a. Perlu dukungan pemerintah daerah dalam upaya memfasilitasi guru 

bahkan memberi bantuan pendidikan reguler/percepatan bagi guru agar 

minimal S 1, sehingga sesuai dengan UU Guru dan Dosen 
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b. Perlu peningkatan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat 

agar terpenuhinya syarat dalam berdirinya PAUD yang baik dan 

benar. 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam Dalam penelitian ini, peneliti terj un ke lapangan dan berusaha 

mengumpulkan data dan imformasi dan berusaha untuk dapat memproses 

data tersebut dan selanjutnya memanfaatkan kesempatan untuk 

mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan data. Sedangkan untuk 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi, digunakan 

beberapa cara untuk memperoleh data. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan instrumen wawancara terarah dengan 

menyiapkan pedoman wawancara untuk reponden. Sedangkan untuk data 

skunder, peneliti menggunakan instrumen pedoman review dokumen berupa 

observasi/ pengamatan terhadap keadaan lingkungan yang terekam melalui 

penglihatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Wawancara mendalam, wawancara dengan menggunakan format 

pertanyaan terbuka. Pedoman wawancara untuk memastikan bahwa 

secara esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang 

dengan mencakup materi yang sama. Pedoman wawancara membantu 

melakukan wawancara dengan lebih sistematis. 

2. Observasi (pengamatan), Pengamatan langsung dilapangan berupa 

diskripsi lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan-percakapan, 

interaksi interpersonal. 
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3. Pemanfaatan dokumen termasuk sumber tertulis dari hasil wawancara 

terbuka pada kuesioner, sumber buku harian seseorang, dan catatan 

program, surat, foto, laporan resmi. 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Lampiran 1 

PERNYAT AAN KESEDIAAN MENJADI RESPOND EN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Pendidikan 

Alamat 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang 

dilakukan oleh .......................... , mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas 

Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka. 

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Sampit, ............... 2014 

Responden 

( ............................. ) 
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Lampiran 2 

PETlJNJUK W A W ANCARA 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI UPT 
DINAS PENDIDIKAN KEC. MENTAWA BARU KETAPANG 

PETUNJUK W A W ANCARA MENDALAM 

1. Ucapkan salam dan terima kasih kepada responden atas kesediaanya dan 
waktu yang telah diluangkan untuk wawancara. 

2. Perkenalkan diri pewawancara. 
3. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara kepada informan. 
4. Menjelaskan penggunaan alat perekam. 
5. Suasana wawancara diupayakan tetap santai, tenang, dan tidak terganggu. 
6. Menjelaskan apapun jawaban/tanggapan yang disampaikan responden tidak 

ada yang benar atau yang salah dan dijamin kerahasiaannya. 
7. Meminta responden untuk menyampaikan jawabanltanggapan yang 

sebenarnya sesuai dengan pengalamannya. 
8. Pewancara memberikan ucapan terima kasih setelah wawancara selesai dan 

meminta kesediaan responden untuk dapat diwawancarai lagi apabila data 
atau informasi masih dibutuhkan. 

9. Akhiri wawancara dengan mengucapkan sal am. 
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Lampiran 3 

KUESIONER 
IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI UPT 
DINAS PENDIDIKAN KEC. MENTAWA BARU KETAPANG 

Pertanyaan Kepala UPT Dinas Pendidikan 

Waktu wawancara 

Hari/ tanggal wawancara 
Jam (mulai-selesai) 
Tempat wawancara 

Identitas Responden 

Nama 
Umur 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Jabatan 
Lama Menjabat 

1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai kebijakan program PAUD di Kec. 

Mentawa Baru Ketapang? 
2. Apakah UPT Dinas Pendidikan Kec. Mentawa Baru Ketapang diberikan 

wewenang penuh dalam implementasi program PAUD? 
3. Bagaimana sistem implementasi kebijakan program PAUD di Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang? 
4. Bagaimana proses kebijakan program PAUD di Kec. Mentawa Baru 

Ketapang diterapkan hingga ke sekolah PAUD? 
5. Bagaimana dengan syarat minimal PLS yang mengurusi program PAUD di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang? 
6. Bagaimana dengan syarat minimal gurultenaga pendidik program PAUD 

nonfonnal? 
7. Apakah ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi? Kapan biasanya 

diadakan pelatihan-pelatihan tersebut? 
8. Berapa lama masa kerja PLS yang bertugas di UPT Dins Pendidikan Kec. 

Mentawa Baru Ketapang? 
9. Apakah ada insentifbagi PLS di Kec. Mentawa Baru Ketapang? 
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10. Bagaiamana sistem anggaran dana implementasi program PAUD di Kec. 
Mentawa Baru Ketapang? 

11. Bagaimana sistem kurikulum pendidikan PAUD di Kec. Mentawa Baru 
Ketapang? 

12. Bagaimana dengan kondisi kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah 
P AUD saat ini? 

13. Bagaimana dengan kemitraan yang dibangun sekolah PAUD saat ini? 
14. Menurut bapak/ibu faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam 

implementasi kebijakan program PAUD di Kecamatan Mentawa Baru 
Ketapang? 

15. Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah terhadap implementasi program 
PAUD ini? 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 110 

16/41838.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran 4 

KUESIONER 
IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI UPT 
DIN AS PENDIDIKAN KEC. MENTA W A BARU KETAPANG 

Pertanyaan PLS 

Waktu wawancara 

Hari/ tanggal wawancara 
Jam (mulai-selesai) 
Tempat wawancara 

Identitas Responden 

Nama 
Umur 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Jabatan 
Lama Menjabat 

1. Menurut bapaklibu kebijakan program P AUD di Kec. Mentawa Baru 
Ketapang, kualifikasi pendidikan bagi PLS dan guru PAUD sudah sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan? Jika belum bagaimana solusinya? 

2. Bagaiaman dengan kurikulum program PAUD di UPT Dinas Pendidikan Kec. 
Mentawa Baru Ketapang? 

3. Bagaimana proses implementasi kebijakan program PAUD di Kec. Mentawa 
Baru Ketapang diterapkan hingga ke sekolah PAUD? 

4. Bagaimana sikap bapaklibu dan sekolah dalam menerapakan kebijakan 

program PAUD ini? 
5. Bagaimana dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan PAUD? 
6. Kapan biasanya bapaklibu melakukan kunjungan ke sekolah PAUD? 
7. Apakah ada insentifbagi PLS dalam kunjungan ke sekolah PAUD tersebut? 
8. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di PAUD yang ada di 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ? 
9. Faktor apa yang mendukung implementasi kebijakan PAUD di Kec. Mentawa 

Baru Ketapang? 
10. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan PAUD di Kec 

Mentawa Baru Ketapang? 
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Lampiran 5 

KUESIONER 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 
DI UPT DIN AS PENDIDIKAN KEC. MENTA WA BARU KET APANG 

Pertanyaan Pengelola PAUD 

Waktu wawancara 

Hari/ tanggal wawancara 
Jam (mulai-selesai) 
T em pat wawancara 

ldentitas Responden 

Nama 
Umur 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Lama Menjabat 

1. Apa yang ibu ketahui tentang PAUD? Jika ada kebijakan program dari dinas 
pendidikan bagaimana ibulbapak mendapatkan informasinya? 

2. Apa yang mendorong ibu mengembangkan pendidikan di sekolah PAUD ? 
3. Apakah biasanya ada pengawas sekolah!PLS berkunjung di tempat instansi 

bapak/ibu? 
4. Kapan biasanya pengawas sekolah!PLS melakukan kunjungan ke instansi/ 

sekolahan ibul bapak? 
5. Apa yang biasanya disampaikan oleh pengawas sekolah/ PLS? 
6. Jika ada terkait kebijakan apakah ada pihak sekolah diundang ke dinas 

pendidikan melakukan rapat pembahasan? 
7. Bagaimana sarana dan sarana pendukung di PAUD ini? 
8. Apakah setiap tahun UPT Dinas Pendidikan melakukan pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi? Dan siapa yang biasanya diikutkan? 
9. Bagaimana dengan sistem anggaran dana di sekolahan ibulbapak? Apakah 

ada donator dari pihak ketigal yayasan/ atau pemerintah daerah setempat? 
10. Apakah ada kemitraan dengan sekolah selama ini? 
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